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ABSTRAK

Skripsi in merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis
Hukum Islam dan UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Mingguan Di Bengkel Las
Sumber Jaya Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik™ untuk
menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pembayaran upah karyawan
mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo
Kabupaten Gresik dan bagaimana analisa hukum islam terhadap mekanisme
pembayaran upah karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya Desa
Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Skripsi ini menggunakan metode kulititatif, adapun teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan telaah
dokumentasi. Metode pembahasan yang digunakan adalah dengan metode
induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus
untuk kemudian ditarik generalisasinya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pembayaran upah
karyawan mingguan yang dilakukan Bengkel Las Sumber Jaya disebabkan
terhambatnya pada proses penagihan dalam hal ini pembiayaan Bengkel Las
Sumber Jaya kepada mitra kerjanya, yaitu PT. Graha Famili Surabaya. Menurut
hukum islam, tidak membenarkan jika pemilik atau majikan membayar setengah
dari upah yang seharusnya atau bahkan tidak membayar sama sekali alias
menunda pembayaran upah karyawannya, sedangkan sang pemilik atau majikan
mampu melunasinya pada saat itu. Akan tetapi mekanisme pembayaran upah
karyawan mingguan yang terjadi pada Bengkel Las Sumber Jaya ini tidak ada
unsur kesengajaan atau kelalaian. oleh karena itu penundaan pembayaran upah
yang terjadi dibolehkan karena dlorurot. Sedangkan menurut UU. Nomor 13
Tahun 2003, Bahwa pengusaha yang membayar setengahnya dan bahkan
terkadang terlambat membayar upah pekerja yang diakibatkan oleh kesengajaan
atau kelalaian pengusaha, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari
upah pekerja sesuai Pasal 95 ayat (2). Akan tetapi yang di lakukan oleh Bengkel
Las Sumber Jaya terlepas dari kesengajaan dan kelalaian sehingga diperbolehkan
untuk menangguhkan upah sesuai dengan bunyi pasal 90 ayat (2) Bagi pengusaha
yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis berharap agar setiap
pengusaha memberikan kebijakan kepada mitra kerjanya untuk membayar
pembiayaan secara keseluruhan setelah terselesaikannya pekerjaan dengan proses
yang lebih cepat untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi dalam
pembayaran upah karyawan demi kebenglangsungan suatu usaha.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antar
sesama, harus senantiasa mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan
Allah SWT, baik dalam urusan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Sebab
kelak segala aktifitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya. Sudah
menjadi sunnatullah bahwa manusia harus saling tolong-menolong antara
satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi
andil bagi orang lain. mereka saling berinteraksi untuk memenuhi hajat hidup
dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.'

Islam adalah agama yang mempunyai sistem terlengkap dalam setiap
perbuatan manusia, tidak hanya dalam beribadah dan berserah diri kepada
Allah, namun juga dalam perkembangan kehidupan manusia. Diantaranya
terlihat sangat jelas dalam sistem perekonomian sesuai dengan berbagai
ketentuan syari’ah. Dalam pemenuhan kegiatan ekonomi Islam memiliki
tujuan-tujuan syari’ah (magqasid al-shari’ah) serta memiliki petunjuk dalam
mewujudkan tujuan tersebut, tentunya sesuai dengan apa yang disyariatkan

dalam agama Islam. Syariat sendiri merupakan seperangkat peraturan yang

' Ghufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.



membimbing manusia untuk menciptakan kesejahteraan hidup baik dalam
kehidupan sosial maupun individu.?

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Hubungan antara hak
dan kewajiban itu diatur melalui kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya
benturan antar berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah
hukum yang mengatur antara hubungan hak dan kewajiban dalam hidup
bermasyarakat disebut dengan hukum Muamalah.® Salah satu bentuk hukum
muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia, dimana satu
pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang biasanya disebut
sebagai karyawan atau buruh dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan
yang biasanya disebut sebagai majikan atau pengusaha. Dalam rangka
memenuhi kebutuhannya, pihak karyawan atau buruh mendapatkan
kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam bebagai literatur figih
sering disebut dengan istilah fjarah al-‘amal, yakni sewa-menyewa jasa
tenaga manusia dengan adanya upah atau imbalan.

Upah dalam agama Islam disebut juga dengan ujrah. Berbagai macam
literatur figih telah menetapkan sedemikian rupa agar dapat memenuhi
tingkat keadilan dan tidak merugikan baik majikan maupun buruh itu sendiri.
Dengan adanya ketentuan ini bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus
sesuai dengan ketentuan norma serta aturan yang telah ditetapkan. Menurut

pengertian syara’, ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau

? Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Hukum Islam, (Surabaya, UIN Sunan
Ampel Press, 2013), 38.

3 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata), cet. Ke-2 (Yogyakarta:
FH UIIL, 2004), 11.



jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai
dengan perpindahan hak milik.* Akan tetapi yang terjadi di lapangan sering
banyak terjadi penyimpangan dan muncul berbagai macam permasalahan
yang mengakibatkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang
mereka terima. Hal ini berawal dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah

selama ini yang masih dianggap rendah. Allah SWT berfirman:
“ s (IS B R B £ -
2ozl p s SN (a2l o
Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu
Maka berikanlah kepada mereka upahnya.’ (Q.S. at-Talag: 6)

Quraish shihab dalam bukunya “Tafsir al-Misbah™® menjelaskan jika
kita mengerjakan amal kebaikan karena Allah baik untuk diri sendiri atau
masyarakat, maka akan ada pahala dan balasan. pahala dan balasan dalam
konteks muamalah adalah upah atau gaji. Dari kutipan ayat di atas juga jelas
bahwa upah atau gaji dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia
dan akherat. Seperti yang termaktub dalam Surat a/-Kahfi ayat 30:

P
. 2% 5 _ o5 % 3 - P 3
)

D Mes o] G ol g N b ek T slee 1,002 20T Y

Artinya: Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh,
tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang
mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.” (Q.S. al-Kahfi: 30)

M.

Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 227.

> Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV Karya Utama, 2002),

462.

% Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera
Hati, 2002), 342.
’ Departemen Agama RI, A/-Qur’an ....., 205.



Dari sedikit uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses penentuan
upah yang islami berasal dari dua faktor, yaitu obyektif dan subyektif. Dari
sisi obyektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di
pasar tenaga kerja. Sedangkan dari sisi subyektif adalah upah ditentukan
melalui pertimbangan-pertimbangan sosial yang berdasarkan kepada nilai-
nilai kemanusiaan. Praktik pengupahan hendaknya memenuhi konsep
keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Bentuk dari keadilan itu
sangat beragam, diantaranya keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal
upah atau gaji, keadilan dalam hal porsi kerja, dan keadilan dalam hal
jaminan kesejahteraan lainnya. Namun yang terjadi di lapangan, banyak
sekali praktik sistem pengupahan yang kurang tepat atau kurang sesuai
dengan aturan sehingga munculah berbagai permasalahan yang sering
menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyawan.

Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah
sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian
yangg berupa persawahan dan perkebunan. Akan tetapi sejak awal abad ke-21
ini mulai tergerus dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dimana
dulu sebagian besar lahan pertanian telah berubah menjadi perumahan,
industri, pergudangan, dan lain-lain. Begitupun juga yang dulu sebagian besar
warga desa adalah petani sekarang beralih menjadi pedagang, pekerja, dan
lain sebagainya.

Bengkel Las Sumber Jaya adalah salah satu dari sekian banyak bentuk

kegiatan industri skala kecil rumahan yang ada di Desa Randegansari



Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Bengkel Las Sumber Jaya adalah
jenis usaha bengkel yang mengerjakan atau memproduksi segala macam
bentuk pagar, kanopi, trails, dan lain sebagainya.

Bengkel Las Sumber Jaya, seperti halnya bentuk hubungan industrial
lainnya, meskipun skala kecil akan tetapi didalamnya terdapat pihak pekerja
dan pihak pemilik. Bengkel ini juga mempunyai sistem dalam pembayaran
upah atau gaji karyawan tiap satu minggu sekali. Beberapa bentuk
pelaksanaan pembayaran upah dan fasilitas yang diperoleh karyawan di
Bengkel Las Sumber Jaya adalah sebagai berikut:

1. Gaji bersih per minggu yang berjumlah Rp 300.000,- untuk seorang kuli
dan Rp 450.000,- untuk seorang tukang.

2. Gratis makan satu kali.

3. Uang jamu Rp. 50.000,- per bulan.

4. Tempat untuk menginap.

5. Tempat untuk keperluan mandi dan sebagainya.®

Jumlah karyawan yang ada di Bengkel Las Sumber Jaya terdapat 6
orang. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang
lulusan SMP dan ada juga yang lulusan SMA. Mereka tidak hanya berasal
dari Desa Randegansari tetapi ada yang berasal dari luar kota, seperti dari
Ponorogo dan Pacitan. Maka dari itu bagi pekerja yang berasal dari luar kota
disediakan tempat penginapan. Adapun jam kerja bagi para karyawan

Bengkel Las Sumber Jaya dimulai pukul 08.00 sampai pukul 16.30, itupun

¥ Suwanto, Wawancara, Gresik, 14 Nopember 2015.



apabila kerjanya hanya di Bengkel saja. Apabila kerjanya di luar Bengkel,
maka akan tergantung dengan penyelesaian proyek tersebut. Dan apabila ada
jam lembur, maka disesuaikan dan terhitung sama seperti kerja satu hari atau
setengah hari. Satu hari apabila jam lembur sampai pukul 22.00, sedangkan
setengah hari jam lembur sampai pukul 19.30.”

Satu hal yang pasti, terkadang para karyawan tiap minggu yang
seharusnya mendapatkan upah atau gaji yang besarnya sesuai dengan
kesepakatan diawal antara pemilik dan karyawan Bengkel Las Sumber Jaya.
Dalam satu minggu para karyawan biasanya diberi upah atau gaji Rp.
100.000,-, terkadang juga diberi upah atau gaji Rp. 150.000,-, dan bahkan
pernah tidak diberi gaji atau upah. Padahal kalau dijumlahkan rata-rata upah
para pekerja di Bengkel Las Sumber Jaya itu paling tinggi sekitar Rp.
1.800.000,- dan paling rendah Rp. 1.200.000,- per bulan dan ini sangat jauh
tingkat kesejahteraannya dikarenakan upah atau gaji yang diterima para
karyawan Bengkel Las Sumber Jaya di bawah UMK Kabupaten Gresik tahun
2016 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.
3.042.500,-.

Pembayaran upah karyawan mingguan Bengkel Las Sumber Jaya yang
hanya dibayar setengah atau terkadang tidak dibayar sama sekali disebabkan
karena terhambatnya pada proses penagihan dalam hal pembiayaan Bengkel
Las Sumber Jaya kepada PT. Graha Famili Surabaya yang telah

menggunakan jasa karyawan untuk mengerjakan dan sekaligus memasang

’ Suwari, Wawancara, Gresik, 15 Nopember 2015.



barang pesanan yang telah disepakati bersama. keterlambatan proses
pencairan uang yang diterbitkan melalui bilyet giro itu membutuhkan waktu
kurang lebih sampai dua bulan lamanya. Pada dasarnya yang menjadi
penyebab utamanya adalah penurunan penjualan properti yang dialami oleh
PT. Graha Famili Surabaya pada periode tahun 2015 atau pada saat
pemerintahan Presiden baru ini. Hal ini mengakibatkan semua proses menjadi
lambat. Belum lagi adanya peraturan pajak baru yang diterbitkan oleh
pemerintah. Sedikit jauh berbeda ketika pada masa pemerintahan Presiden
sebelumnya yang mengalami pertumbuhan ekonomi lumayan baik, dimana
PT. Graha Famili Surabaya selaku mitra kerja Bengkel Las Sumber Jaya yang
hanya memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk bisa menerbitkan bilyet
giro agar dapat mencairkan uang yang ditagih oleh pihak Bengkel Las
Sumber Jaya. Jadi, kendala itulah yang sering kali menjadi hambatan bagi
Bengkel Las Sumber Jaya untuk memberikan gaji karyawan pada akhir setiap
minggu yang telah ditetapkan. Hal ini juga dikarenakan dalam pemenuhan
pembiayaan untuk perlengkapan kerja guna keberlangsungan proses kerja dan
produksi pada Bengkel Las Sumber Jaya seperti halnya: perawatan pelaratan
kerja, kulakan barang-barang, tunjangan, dan yang lainnya. Karena tanpa
adanya perlengkapan kerja maka dapat dipastikan Bengkel Las Sumber Jaya
akan mengalami kesulitan untuk memproduksi barang yang dipesan. Selain
itu dikarenakan pihak pemilik Bengkel Las Sumber Jaya tidak memperoleh

pinjaman uang dari BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) atupun ke seseorang



untuk membayar upah karyawan dan memenuhi perlengkapan kerja Bengkel

Las Sumber Jaya.

Beranjak dari berbagai macam uraian permasalahan yang ada di atas,
penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk skripsi dengan judul
“Analisis Hukum Islam dan UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Terhadap Mekanisme pembayaran upah karyawan
mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya di Desa Randegansari Kecamatan
Driyorejo Kabupaten Gresik.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas maka dapat
ditarik beberapa permasalahan yang akan muncul dalam penelitian yang
berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Konsep upah dalam hukum Islam dan UU. Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

b. Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disektor
perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber Jaya.

c. Analisis hukum Islam dan UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah karyawan
mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya.

2. Batasan Masalah
Agar penelitian ini tidak meluas maka sesuai judul skripsi tersebut

diatas penulis membatasi masalah. Dari pembatasan masalah tersebut,



maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas

adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disektor
perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber Jaya.

b. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran upah
karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya.

c. Analisis UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
terhadap mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan di
Bengkel Las Sumber Jaya.

C. Rumusan Masalah
Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disektor
perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber Jaya?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran upah
karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya?

3. Bagaimana analisis UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
terhadap mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan di Bengkel
Las Sumber Jaya?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan
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atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.'® Penelitian dan kajian
tentang upah atau gaji sudah banyak sekali diangkat oleh para peneliti-
peneliti sebelumnya, antara lain:

Skripsi yang pernah ditulis oleh Zarinah pada tahun 2005 dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Minimum Kota (UMK) pada
Pasal 91 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi
Kasus pada Industri Sepatu UD. Bunda Jombang)”. Pada intinya penelitian
ini lebih menitikberatkan pada permasalahan perjanjian kerja yang didasarkan
pada upah dengan analisis pasal 91 undang-undang no.13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Selain itu pemberian upah yang jauh di bawah Upah
Minimum Kota (UMK) Jombang dan tidak memenuhi tingkat kesejahteraan
bagi para karyawan. "'

Selanjutnya skripsi yang pernah ditulis oleh Bakhtiar Rosyidi pada
tahun 2007 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penangguhan Upah
bagi Perusahaan yang Tidak Mampu menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan”. Penelitian ini membahas tentang penangguhan atau
penundaan pembayaran upah dengan analisis Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan
penulis yang berkaitan praktik penangguhan upah yang dilakukan perusahaan.

Perusahaan ini telah mengingkari janji dan menunda pembayaran upah bagi

' Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk
Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2015), 8.

' Zarinah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Pada Pasal 91
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Study Kasus Pada Industri Sepatu
UD. Bunda Jombang)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 73.
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karyawannya dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang diawal saat
penandatanganan perjanjian kontrak kerja.'?

Dalam permasalahan yang telah diangkat jelas bahwa apa yang ditulis
Zarinah dan Bakhtiar Rosyidi berbeda fokus kajiannya dengan apa yang
menjadi fokus kajian penelitian ini.  Penelitian ini difokuskan pada
mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan Bengkel Las Sumber Jaya.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang upah atau gaji
yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang mekanisme
pembayaran upah dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau
pengulangan dari kajian terdahulu karena fokus kajiannya jelas berbeda.
Akhirnya judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam dan UU. Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Mekanisme Pembayaran
Upah Karyawan Mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya Desa Randegansari
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik™.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka
penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan
disektor perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber Jaya di Desa

Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

'2 Bakhtiar Rosyidi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penangguhan Upah Bagi Perusahaan yang
Tidak Mampu Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Skripsi--Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 81.
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2. Untuk memperoleh gambaran tentang analisis hukum Islam terhadap
mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disektor perusahaan
perorangan Bengkel Las Sumber Jaya di Desa Randegansari Kecamatan
Driyorejo Kabupaten Gresik.

3. Untuk memperoleh gambaran tentang analisis UU. Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah
karyawan mingguan disektor perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber
Jaya di Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan ini diharapkan sekurang-kurangnya
bermanfaat baik dari segi teoritis dan praktis. Dalam penelitian ini
diharapkan dapat member manfaat antara lain:

1. Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan
menambah wawasan yang berkaitan dengan upah, sehingga dapat
dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai
bahan penelitian lebih lanjut.

2. Praktis

Studi ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pembaca
untuk dijadikan landasan kepada pemikir hukum Islam sebagai pedoman
metode ijtihad dalam melakukan penerapan upah bagi pihak-pihak yang

terlibat langsung dalam hal tersebut.
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G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi yang berjudul
Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan
Mingguan Di Bengkel Las Sumber Jaya Desa Randegansari Kecamatan
Driyorejo Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan pengertian yang jelas

mengenai pokok kajian yang penulis bahas, antara lain:
Hukum Islam : Segala aturan atau ketentuan yang dapat dijadikan
pedoman hidup masyarakat yang bersumber dari al-

Qur’an dan hadits serta pendapat para ulama’ tentang

ljarah.
UU. Nomor 13 : Peraturan perundang-undangan yang mengatur
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai penyempurnaan dari

peraturan atau undang-undang sebelumnya yang
disahkan pada tanggal 25 Maret 2003.
Mekanisme : Cara pemilik usaha memberikan kompensasi atau
pembayaran imbalan atas bantuan tenaga serta jasa yang diberikan
untuk keberlangsungan suatu usaha yang dimilikinya.
Upah : Hak karyawan yang diterima dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha yang dibayarkan
sesuai dengan perjanjian kerja atas suatu pekerjaan

yang telah dilakukan di Bengkel Las Sumber Jaya.
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Karyawan : Pekerja yang memperoleh upah atau gaji tiap satu

mingguan minggu sekali.

H. Metode penelitian
Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, maka data yang
diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara
melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung agar terselesaikannya
penelitian antara lain sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (fie/d
research) yaitu dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk
memperoleh data-data yang diperlukan."’ Peneliti mengadakan penelitian
berdasarkan obyek dan lokasi yang telah ditetapkan untuk mendapatkan
data-data yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti mengadakan
penyelidikan yang obyeknya adalah Bengkel Las Sumber Jaya yang
terletak di Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
Selain itu jenis penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penelitian
pustaka (library research) yaitu sumber literatur yang berhubungan
dengan penelitian skripsi ini.
2. Data
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diutarakan di atas, maka

data yang dikumpulkan antara lain:

13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Bina Aksara,
1986), 86.
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Data mengenai mekanisme pembayaran upah kayawan mingguan
disektor perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber Jaya.
Hukum Islam yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran upah

karyawan mingguan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang digunakan penyusun untuk

dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bias mendapatkan data yang

akurat terkait mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disektor

perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber Jaya, meliputi sumber data

primer dan sekunder:

a.

Sumber data primer, yaitu berupa informasi-informasi yang diperoleh
dari pemilik dan karyawan Bengkel Las Sumber Jaya.
1) Pemilik Bengkel Las Sumber Jaya yang bernama Bapak Suwanto.
2) Para karyawan Bengkel Las Sumber Jaya yang terdiri dari 6 orang.
Sumber data sekunder, yaitu berbagai macam literatur yang
mendukung untuk memberi penjelasan terhadap sumber data primer.
Sumber data sekunder terbagi menjadi dua kategori, yaitu bahan
primer dan bahan sekunder.
1) Bahan primer

a) al-Qur’an dan Hadits.

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.

2) Bahan Sekunder
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a) Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, tahun
2004.

b) Ghufron A. Masadi, Figh Muamalah Kotekstual, tahun 2002.

¢) Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, tahun 1987.

d) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya
teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur
yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.'

Akhirnya penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai

berikut:

a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung meliputi kegiatan
pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan
seluruh alat indera. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks,
suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan
psikologis. Diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan
dan ingatan.'> Dalam observasi ini, penyusun ikut serta aktif untuk
melihat dan menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal atau
gejala-gejala yang berhubungan dengan masalah dalam judul skripsi
ini.

b. Interview, yaitu mendapatkan informasi dengan wawancara secara

langsung dengan responden yang bersangkutan dan dilakukan secara

 Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.
"% Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012),203.
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terbuka. Selanjutnya untuk teknik wawancara menggunakan teknik
wawancara semi terstruktur yaitu pertanyaan yang diajukan sesuai
dengan daftar yang fleksibel atau suatu pedoman yang tidak formal.'®
Disini penyusun akan melakukan wawancara kepada pemilik dan para
karyawan Bengkel Las Sumber Jaya, antara lain:
1) Bapak Suwanto selaku pemilik Bengkel Las Sumber Jaya
2) Bapak Suwari selaku karyawan Bengkel Las Sumber Jaya
3) Mas Sodikin selaku karyawan Bengkel Las Sumber Jaya
c. Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan metode
dokumeter, adalah teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku,
surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.'” Dalam studi ini
penyusun mencari informasi untuk mendapatkan dan mempelajari
data berupa dokumen yang ada di Bengkel Las Sumber Jaya.
5. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh
data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-

rumus tertentu.'® Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan organizing,

editing, dan analizing.

' Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, (Jakarta:
Yayasan Obor Yogyakarta, 2001), 127.

'7 Suharsimi Arikunto, Metode Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.

'8 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), 89.



18

a. Organizing
Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan
sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas
tentang mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disektor
perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber Jaya.
b. Editing
Editing adalah pengecekan ulang atau pengkoreksian data
yang dikumpulkan.” Adapun teknik pengolahan data editing dalam
penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dan akurat dari
segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu
sama lain, relevansi dan keseragaman data mekanisme pembayaran
upah karyawan mingguan disektor perusahaan perorangan Bengkel
Las Sumber Jaya.
c. Analizing
Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga
diperoleh kesimpulan mengenai mekanisme pembayaran upah
karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya
6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke
bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.”’ Dari data yang

diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan dan data sumber lainnya,

1 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.
20 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989),263.
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selanjutnya penyusun berusaha untuk mengklasifikasi data tersebut agar
dapat dianalisa untuk tercapainya kesimpulan yang valid dari sebuah
penelitian. Dalam analisis data, penyusun melakukan analisis data pada
saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode
analisis kualitatif, yaitu mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak
dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk
kategori-kategori.*'

Metode pembahasan yang digunakan adalah dengan metode
induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang
khusus untuk kemudian ditarik generalisasinya.”> Dalam hal ini fakta-
fakta yang khusus adalah tentang praktek mekanisme pembayaran upah

karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya.

Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana antara satu

bab dengan bab lainnya saling berhubungan sebagai satu kesatuan,
selanjutnya dalam setiap bab terdiri dari sub bab. Agar dalam penyusunan
skripsi dapat terarah dan teratur sesuai dengan apa yang direncanakan atau
diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai

berikut:

*! Koenjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet ke-9 (Jakarta: Pengadilan Tinggi
Gramedia, 1989), 254.
22 saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 41.



20

Bab Pertama adalah bab pendahuluan yang mengantarkan skripsi
secara keseluruhan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sitematika pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang membahas tentang mekanisme
pembayaran upah karyawan mingguan dalam UU. Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan perspektif hukum Islam yang meliputi tentang
landasan teori yang berkaitan dengan studi ini yaitu mengenai pengertian
upah, dasar hukum upah, syarat dan rukun upah, serta hal lain yang harus
diperhatikan dalam upah.

Bab Ketiga berisi pembahasan mengenai mekanisme pembayaran
upah karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya. Dalam bab ini
memuat tentang gambaran umum kondisi tempat penelitian, sejarah
berdirinya, dan lain-lain seputar Bengkel Las Sumber Jaya.

Bab Keempat berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi
analisis hukum Islam dan UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan
di Bengkel Las Sumber Jaya.

Bab Kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang
merupakan bentuk sederhana dari uraian panjang pembahasan sebelumnya.
Serta saran-saran atau masukan yang merupakan bentuk rekomendasi penulis

yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BABII

UPAH DALAM HUKUM ISLAM DAN UU. NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Upah dalam Hukum Islam

1.

Pengertian Upah

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya
dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja
diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain upah
adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.
Menurut Profesor Benham upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh
orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya
sesuai perjanjian.' Masalah upah-mengupah dalam kitab-kitab figh
disebut juga dengan ijarah.

ljarah berasal dari kata ajru yang berarti al-‘iwadhu (ganti) atau
ats-tsawab (pahala).” Oleh karena itu, jjarah mempunyai pengertian
umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan
suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.” Menurut
pengertian syara’ jjarah adalah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat

dan tujuannya, dapat diserah terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang

' Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid ke-2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,
1995), 361.

2 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 7.

* Helmi Karim, Figh Muamalah, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.
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telah diketahui (gajian tertentu).* Secara etimologi ijarah adalah imbalan
atas pekerjaan atau manfaat tertentu. Jjarah adalah salah satu bentuk
kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam
muamalah, yaitu sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, dan lain-lain.’
ljarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-
mengupah atas suatu jasa.’

Para jumhur ulama figh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual
manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Oleh
karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya,
sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu diambil bukan
manfaatnya tetapi bendanya. Namun sebagian ulama memperbolehkan
mengambil upah mengajar al-Qur’an dan ilmu pengetahuan yang
bersangkutan dengan agama, sekedar untuk memenuhi keperluan hidup,
karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka
gunakanuntuk pekerjaan mereka yang lain.’

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut mujir (orang yang
menyewakan). Sedangkan pihak lain yang memberikan sewa disebut
mustajir (orang yang menyewa atau penyewa). Dan sesuatu yang
diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut ma jur (sewaan). Kalau jasa

yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran atau wjrah (upah).

* Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib, (Surabaya: CM Grafika, 2010), 209.
> Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

227.

% Abdul Ghofur Anshari, Reksa Dana Syariah, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 25.
” Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Hukum Figh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994),

304.
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Dan setetelah terjadi akad ijarah itu berlangsung orang yang menyewakan
berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula mu’addhah
(penggantian).®

Dalam bab Jjjarah, dibahas segala sesuatu yang berhubungan
dengan segala macam sewa-menyewa, yang meliputi: sewa-menyewa
barang bergerak, sewa-menyewa barang tidak bergerak, dan sewa-
menyewa tenaga (perburuhan).’

2. Dasar Hukum Upah

Hampir semua para ulama figh sepakat bahwa ijarah disyari’atkan
dalam Islam. Namun ada sebagian yang tidak menyepakati dengan alasan
bahwa ijarah adalah jual beli barang yang tidak dapat dipegang (tidak
ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati 7jarah
tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak
berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan atau adat
yang ada di masyarakat. Dan mengenai hal ini, dapat dikatakan bahwa
meskipun tidak terdapat manfaat pada saat terjadinya akad, tetapi pada
dasarnya akan dapat dipenuhi. Sedangkan dari segi manfaat-manfaat
tersebut, hukum syara’ hanya memperhatikan apa yang ada pada dasarnya
yang akan dapat dipenuhi, atau adanya keseimbangan antara dapat

dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi.'

® Sayyid Sabiq, Op.Cit,...9.
° Hamzah Yaqub, Kode Etik Dagang Menurut Isiam, (Bandung: Diponegoro, 1992), 317.
' Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 196.
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Para ulama berpendapat, bahwa yang menjadi dasar hukum
diperbolehkannya ijarah antara lain sebagai berikut:

a. Allah berfirman dalam surat az-Zukhrufayat 32 yang berbunyi:

. o ;T/
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Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas
sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari
apa yang mereka kumpulkan.'' (Q.S. az-Zukhrufayat 32)

Ayat di atas menegaskan penganugerahan Allah, apalagi waktu,
semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah
membagi membagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia,
karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri dan Allah telah
meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan
lain-lain atas sebagian yang lain. Sehingga mereka dapat saling tolong-
menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu,
masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur
kehidupannya masing-masing, dan rahmat Allah baik dari apa yang

mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan, sehingga

mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi."”

" Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV Karya Utama,
2002),497.

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur’an, Vol.12 (Jakarta:
Lentera Hati, 2000), 561.
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b. Allah berfirman dalam surat a/-Bagarah ayat 233 yang berbunyi:
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Artinya: ...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*(QS. a/-Bagarah:
233)

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam
hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu
boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini

akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

c. Allah berfirman dalam surat a/-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi:

P

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia
(Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku
delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah
(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan

kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".'
(Q.S. al-Qashash: 26-27)

Y Departemen Agama R, A/-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2002), 47.
14 .
Ibid.., 548.
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d. Hadits yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid
Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id
bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami
'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar
ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah
upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."”.">
Para ulama berpendapat, berdasarkan maksud hadits di atas,
upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya.
Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula
upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uvang harus
segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi
pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang adalah harga
barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan

majikan sanggup melunasinya pada saat itu.'®

e. Hadits yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Nasa’i
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Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim

berkata; telah memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah
memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari

'> Aplikasi Hadis: Lidwa Pusaka dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomer 2434.
® Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1997), 232.
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Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka
beritahukanlah upahnya."”."”

f. Landasan ijma’ adalah semua umat sepakat, tidak ada seorang
ulama pun yang membantah kesepakatan (7jma’) ini, sekalipun ada
beberapa orang diantara mereka yang pendapat, hal itu tidak
dianggap.'®

3. Syarat dan Rukun Upah

Agama Islam menghendaki agar dalam pelaksanaannya upah itu
senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bias menjamindalam
pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak. Untuk memelihara
ketentuan tersebut maka dibutuhkan syarat dan rukun.'” Adapun syarat-
syarat sah dari 7jarah, diantaranya sebagai berikut:
a. Kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad 77arah tersebut;
b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan,

sehingga mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari;

c. Kegunaannya dari barang tersebut;
d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’;
e. Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu

yang bernilai harta;

' Aplikasi Hadis: Lidwa Pusaka dalam kitab Sunan Nasa’i nomer 3797.
' Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1987), 11.
% Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996), 1510.
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f. Obyek transaksi akad itu atau barangnya dapat dimanfaatkan

kegunaannya menurut realita, seperti rumah, mobil, dan lain-lain.*’

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk atau menjadikan
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang
membentuknya.”’ Menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk

akad jjarah ada empat, antara lain:

a. Pihak yang membentuk akad (mujjir dan musta’jir). Mu’jir adalah
orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan
musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk menyewa
sesuatu.”? Disyaratkan bagi para pihak yang adalah baligh, berakal,
dan cakap hukum,;

b. Sighat ijab gabul antara mu’jir dan mustajir, sighat akad fjarah harus
berupa pernyataan, kemauan, dan niat dari kedua belah pihak yang
melakukan yang melakukan kontrak.

c. Ujrah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir atas jasa yang
telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir. Dengan syarat
hendaknya:

1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah

tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

20 Sayyid Sabiq, Op.Cit., 13.
*! Syamsul Anwar, Hukum perjanjian syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),95-96.
22 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 117.
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2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil
uvang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji
khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya
berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu
pekerjaan saja.

3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang
yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang
sewanya harus lengkap.” Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang)
sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

d. Manfaat, yaitu untuk mengontrak seorang musta jir harus ditentukan
bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis
pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi
ujrah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.**

4. Sifat dan Macam-Macam Upah
Para ulama figh berbeda pendapat tentang sifat ijarah, apakah
bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah
berpendirian bahwa akad 7jarah itu mengikat, tetapi boleh dibatalkan
secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad,
seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak
hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad jarah itu

bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh

 Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedia Figih Umar bin Khattab ra, 178
** Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 157
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dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila

salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah batal, karena

manfaatnya tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama
mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta.

Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak

membatalkan akad jjarah.*

ljarah terbagi menjadi dua macam, antara lain:

a. [ljarah yang bersifat manfaat (7jarah al-a’yan), misalnya adalah sewa-
menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Apabila
manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk
dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan
obyek sewa-menyewa, jadi penyewaan barang-barang tersebut
tergantung pada kemanfaatannya.

b. [jarah yang bersifat pekerjaan atau jasa (ijarah al-a’mal) adalah
dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu
pekerjaan. Menurut para ulama, 7jarah ini hukumnya boleh apabila
pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh
pabrik, tukang sepatu, dan lain-lain. [jarah ini ada yang bersifat
pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga dan ada yang
bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual
jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu,

tukang jahit, dan lain-lain. Kedua bentuk 7jarah ini menurut para

> Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 130.
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ulama figh hukumnya adalah boleh. [jarah al-a’mal sendiri terbagi

menjadi dua, yaitu:

)]

2)

Upah yang sepadan (ajrun misli)

Yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta
sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai
yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaiu
pemberi dan penerima kerja.

Pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk
menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan
transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang
wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah dalam situasi normal
bisa dilakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan
tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk
menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjualan jasa
maupun pembelian jasa, dan menghindarkan adanya unsur
eksploitasi di dalam transaksi. Dengan demikian, melalui tarif
upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam
transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma)

Yaitu ketika upah disebutkan harus ada kerelaan oleh

kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah

tersebut.
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Dengan demikian pihak musta’jir tidak boleh dipaksa
untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan,
sebagai pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan
hasil lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah
yang wajib mengikuti ketentuan syara’.

Apabila upah tersebut pada saat melakukan transaksi,
maka upah tersebut merupakan upah yang disebut ajrun
musamma. Apabila upah tidak disebutkan, ataupun terjadi
perselisihan terhadap upah yang disebutkan, maka upahnya bias
diberlakukan upah yang sepadan yang disebut ajrun misli.*®

5. Konsep Pengupahan
Menyangkut penentuan upah kerja. Syari’at Islam tidak
memberikan ketentuan yang detail dan terperinci secara tekstual, baik
dalam al-Qur’an maupun hadits. Secara umum dalam ketentuan al-Qur’an
yang ada keterkaitannya dengan penetuan upah kerja dapat di jumpai

dalam surat an-Nahl ayat 97:

L
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Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan

2 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 408.
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Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan.”’(Q.S. an-Nahl 97)

Ayat ini dapat dikatakan dengan hal upah dalam perjanjian kerja,
Allah memerintahkan kepada para pemberi kerja (majikan) untuk berlaku
adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerja atau karyawannya.
Para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalau
bukan karena jerih payah pekerja atau karyawan tidak mungkin usaha

majikan atau pengusaha itu akan berhasil.”®

6. Tujuan Pengupahan
Tujuan dari pengupahan antara lain sebagai berikut:
a. Mampu menarik tenaga kerja yang Dberkualitas baik dan
mempertahankan mereka;
b. Memotivasi tenaga kerja yang baik untuk berprestasi tinggi;
c. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia;
d. Membantu mengendalikan biaya imbalan tenaga kerja.”’
7. Pembatalan dan Berakhirnya Upah
Pada dasarnya perjanjian upah mengupah merupakan perjanjian
yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian
itu tidak mempunyai hak wuntuk membatalkan perjanjian (tidak

mempunyai hak fasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada

*” Departemen Agama R1, A/-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2002),
230.

*® M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Figh, 157.

** F. Winarni dan G. Sugiyarso, Administrasi Gaji dan Upah, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,
2006), 23.
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perjanjian timbal balik.*® Namun demikian tidak tertutup kemungkinan

pembatalan perjanjian (fasakh) oleh salah satu pihak jika alasan atau

dasar yang kuat untuk itu, adapun hal-hal yang menyebabkan batal dan
berakhirnya upah adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya aib pada barang sewaan. Maksudnya bahwa pada barang
yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan
ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan
itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri.

b. Rusaknya barang yang disewakan. Maksudnya barang yang menjadi
obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah
sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang
diperjanjikan, misalnya yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah
rumah, kemudian rumah tersebut terbakar atau roboh, sehingga rumah
tersebut tidak dapat digunakan kembali.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma jur a’laih). Maksudnya barang
yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa-menyewa mengalami
kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang
menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin
terpenuhi lagi. Misalnya, si A mengupahkan kepada si B untuk
menjahit bakal baju, dan kemudianbakal baju itu mengalami

kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir sendirinya.

*® Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), 56.
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d. Terpenuhi manfaat yang diakadkan, dalam hal ini yang dimaksudkan
bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian telah tercapai, atau masa
perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan
yang disepakati oleh para pihak. Misalnya, dalam hal persewaan
tenaga (perburuhan), apabila buruh telah melaksanakan pekerjaannya
dan mendapatkan upah sepatutnya, dan masa kontrak telah berakhir,
maka dengan sendirinya berakhirlah perjanjian sewa-menyewa.”!

e. Adanya uzur, merupakan salah satu penyebab putus dan berakhirnya
perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari
salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah
suatu halangan. sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana
sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang menyewa toko untuk
berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau
dicuri orang sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa
dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah
diadakan sebelumnya.

8. Hubungan Pengusaha dan Karyawan

Hubungan pengusaha dengan karyawan merupakan wujud
hubungan muamalah yang diatur dalam syariat Islam. Dalam hal ini, baik
seorang pengusaha maupun karyawan perlu mengedepankan nilai-nilai
luhur islam dalam bermuamalah, diantaranya nilai tauhid, taqwa, adil,

jujur, dan amanah. Nilai luhur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

*' Hamzah Yaqub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1992), 334
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a. Tauhid maknanya mengesakan Allah SWT. Baik pengusaha maupun
karyawan haruslah sama-sama beriman kepada Allah SWT, sehingga
dalam menjalankan pekerjaan/usaha mereka semua memiliki niat
mencari keridhoan Allah SWT semata.

b. Baik pengusaha maupun karyawan melaksanakan hubungan kerja
harus dilandasi dengan ketagwaan kepada Allah SWT, dan tidak
melakukan pekerjaan yang dilarang oleh syara’.

c. Pengusaha dan karyawan melakukan hubungan kerja secara adil
dengan mengedepankan kewajiban untuk mendapatkan hak masing-
masing.

d. Pengusaha dan karyawan melakukan hubungan kerja secara terbuka
dari awal menandatangani kontrak atau kesepakatan kerja hingga
proses pelaksanaan kerja, masing-masing berperilaku jujur dan
terbuka.

e. Keduanya sama-sama memegang amanah, dan masing-masing
menunaikan amanah atau tanggungjawab yang telah disepakati
bersama.*>

B. Upah dalam UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
1. Pengertian Upah
Pengertian upah terdapat pada pasal 1 nomor 30 yang berbunyi:
upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

32 Abdul Aziz Muhammad Azam, Figh Muamalat cet.1, (Jakarta: Amzah, 2010 ), 336.
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pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut satu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

. Landasan dan Asas

Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas ketepaduan

dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

. Tujuan

Pasal 4

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal
dan manusiawi;

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan
daerah;

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan; dan

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
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4. Perjanjian Kerja
Pasal 50
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha

dan pekerja/buruh.

Pasal 51

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

a. Kesepakatan kedua belah pihak;

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan
yang berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b
dapat dibatalkan.

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dan d

batal demi hukum.
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5. Pengupahan
Pasal 88

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1),
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. Upah minimum;

b. Upah kerja lembur;

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya;

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. Bentuk dan cara pembayaran upah;

g. Denda dan potongan upah;

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j.  Upah untuk pembayaran pesangon; dan

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
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(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan
memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf
a dapat terdiri atas:

a. Upah minimum  berdasarkan  wilayah  provinsi  atau
kabupaten/kota;

b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau
kabupaten/kota.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan
kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetepkan oleh
Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian hidup layak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 90

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum

sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
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(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 91

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh atau derikat pekerja/serikat buruh tidak
boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih
rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
kesepakatan tersebut batal demi hokum, dan pengusaha wajib
membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 92

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas.

(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 93
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku,

dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
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a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua
masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena menikah, menikahkan,
mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau
keguguran kandungan,suami atau isteri atau anak atau menantu
atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu
rumah meninggal dunia;

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang
menjalankan kewajiban terhadap Negara;

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena
menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan
tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan
sendiri maupun halangan yang seharusnya dihindari pengusaha;

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh
atas persetujuan pengusaha; dan

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Pasal 94

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan

tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh

lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
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Pasal 95

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena
kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya
mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda
sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha
dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan hutang

yang didahulukan pembayarannya.



BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN MINGGUAN DI
BENGKEL LAS SUMBER JAYA DESA RANDEGANSARI KECAMATAN

DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Bengkel Las Sumber Jaya

l.

Sejarah Berdirinya Bengkel Las Sumber Jaya

Bengkel Las Sumber Jaya merupakan sebuah usaha jual beli jasa
yang bergerak dibidang konstruksi logam pembuatan berbagai macam
penunjang perumahan seperti pagar, trails, kanopi, dan sebagainya.
Bengkel ini diprakarsai oleh Bapak Suwanto selaku pemilik dan
pemimpin Bengkel tersebut.

Awalnya pada tahun 2000 Bapak Suwanto belajar mengelas dan
semacamnya ke orang lain sampai kurang lebih selama 2 tahun. Pada
akhirnya Bapak Suwanto punya inisiatif buka wusaha sendiri yaitu
tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2002 Bengkel Las Sumber Jaya ini
dibuka dengan modal yang seadanya, begitu pun peralatannya juga kurang
memadai. Dengan semangat dan tekad yang membara Bapak Suwanto
terus berjuang dengan mencari kesana kemari pembeli atau pelanggan
pertama yang memesan. Barulah ketika Bengkel Las Sumber Jaya ini
buka kurang lebih dua bulan lamanya dan alhamdulillah ada yang
memesan pagar buat rumah. Pembuatan pesanan pertama ini Bapak

Suwanto dibantu anak laki-lakinya yang bernama Yogi. Sesudah selesai

44
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dikerjakan cari pemesan lagi dan Alhamdulillah dapat lagi, sesudah
selesai dikerjakan cari pemesan lagi, begitu seterusnya.’

Pada akhirnya tepat pada tahun 2004, dengan berjalannya waktu
Bapak Suwanto bisa melebarkan sayap usahanya dengan bekerja sama
dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti yang ada
di kota Surabaya yaitu PT. Graha Famili Surabaya. Dengan kerjasama ini
Bapak Suwanto pun melakukan perekrutan karyawan dan membeli
sejumlah peralatan untuk menunjang kegiatan usahanya. Bengkel Las
Sumber Jaya pun terus berkembang pesat sampai pada puncaknya pada
tahun 2010 ketika perekonomian Indonesia menunjukkan peningkatan
yang lebih baik. Ini diikuti juga dengan bertambahnya karyawan yang
berjumlah 10 orang dan pemesanan juga selalu ada tiap hari tiada henti-
hentinya, baik itu dari perorangan dan mitra kerja PT. Graha Famili
Surabaya.

Barulah ketika pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo
awal tahun 2015 ini perekonomian Indonesia sedikit terpuruk. Harga
BBM yang naik diikuti juga kenaikkan harga barang kebutuhan pokok
dan yang lainnya. Perusahaan besar banyak yang bangkrut dan banyak
mengurangi jumlah karyawannya agar produksi tetap berjalan terus.
Begitu pula yang terjadi di Bengkel Las Sumber Jaya yang memaksakan

mengurangi jumlah karyawan yang sekarang tersisa 6 orang. Pemesanan

' Suwanto, Pemilik/Pimpinan, Wawancara, Randegansari, 11 januari 2016.
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dari mitra kerja PT. Graha Famili Surabaya pun sedikit berkurang setelah

penjualan di bidang properti menurun dari biasanya.

Gambar 3.1 Bengkel Las Sumber Jaya

. Lokasi Bengkel Las Sumber Jaya

Salah satu unsur yang sangat diperlukan untuk mendirikan suatu
usaha adalah pemilihan lokasi yang akan dijadikan tempat usaha.
Pemilihan  lokasi  haruslah yang strategis untuk menunjang
keberlangsungan suatu usaha, karena pemilihan lokasi yang kurang tepat
dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam menjalankan aktifitas
usahanya. Bengkel Las Sumber Jaya berlokasi di jalan Randegansari
RT.02 RW. III Nomor 21A Kecamatan Driyorejo Kabupaten Greik.
Bengkel Las Sumber Jaya ini bukan berada di jalan raya Desa

Randegansari, tetapi masuk gang yang lebarnya kurang lebih 3meter.
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Kalau diliat dari sisi keberadaan Bengkel Las Sumber Jaya ini cukup sulit
untuk diketahui lokasinya dikarenakan masuk gang yang lebarnya sekitar

3 meter, akan tetapi sedikit tertolong karena dekat dengan Masjid.

Gambar 3.2 Lokasi Bengkel Las Sumber Jaya

Jenis-jenis produksi

Seperti yang telah penulis uraikan diatas bahwa Bengkel Las
Sumber Jaya yang bergerak di bidang konstruksi logam, adapun jenis-
jenis produksinya antara lain:
a. Pagar, yaitu pembatas yang digunakan untuk mengelilingi atau

menyekat rumah atau perkarangan.

b. Balkon, yaitu teras lantai atas pada rumah atau bangunan bertingkat.
c. Kanopi, yaitu tirai atau langit-langit yang biasanya ada didepan teras

rumah yang memisah antara halaman dengan bagian dalam rumah.
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d. Tralis, yaitu semacam variasi jendela yang biasanya berfungsi sebagai
pengaman rumah dari tindak kejahatan.

e. Tangga Putar, yaitu tumpuan untuk naik turun yang berkelok dan
berputar.

f. Atap galvalum, yaitu kerangka atap rumah yang terbuat dari logam.

g. Gudang, yaitu tempat untuk menyimpan barang dengan jumlah yang
banyak.”

4. Karyawan dan Jam Kerja
Bengkel Las Sumber Jaya memiliki karyawan berjumlah 6 orang
yang terbagi atas tukang dan kuli. Berikut ini adalah nama-nama
karyawan Bengkel Las Sumber Jaya:

Tabel 3.3 Nama-Nama Karyawan Bengkel Las Sumber J aya’

No. Nama Asal Jabatan
1. Suwari Randegansari, Gresik Tukang
2. Sodikin Randegansari, Gresik Tukang
3. Ucok Randegansari, Gresik Kuli
4. Andika Ponorogo Kuli
5. Alif Ponorogo Kuli
6. Budi Pacitan Kuli

Karyawan yang terbagi atas tukang dan kuli ini juga dibagi sistem
kerjanya, dimana tukang sebagai pengelasan, pemotongan, pengeboran,

sedangkan kuli sebagai pemolesan dan pengecatan.

? Suwari, Karyawan, Wawancara, Randegansari, 13 januari 2016.
3 Suwanto, Pemilik/Pimpinan, Wawancara, Randegansari, 11 januari 2016.
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Karyawan Bengkel Las Sumber Jaya melakukan pekerjaan dengan
waktu kerja selama satu minggu dengan waktu libur selama satu hari dan
ada pula dengan waktu libur selama dua sampai tiga hari berdasarkan
waktu kerja yang ditetapkan oleh pihak mitra kerja Bengkel Las Sumber
Jaya. Berikut ini jam kerja karyawan Bengkel Las Sumber Jaya:

Tabel 3.4 Jam Kerja Karyawan Bengkel Las Sumber Jaya®

Hari Jam Keterangan
08.00 - 12.00 Bekerja
Senin — Sabtu 12.00 — 13.00 Istirahat
13.00 - 16.30 Bekerja

Karyawan Bengkel Las Sumber jaya melakukan pekerjaan dengan
waktu kerja selama 8jam 30menit dalam sehari terhitung dari pukul
08.00-16.30 dikurangi waktu istirahat satu jam. Kalau ada jam lembur
biasanya sampai jam 22.00 tetapi tergantung juga selesainya proyek yang
dikerjakan dan itu terhitung 2 kali/hari kerja.

5. Sistem Perekrutan Karyawan

Perekrutan karyawan yang ada di Bengkel Las Sumber Jaya adalah
dengan jalinan pertemanan.’ Tidak ada persyaratan khusus bagi karyawan
Bengkel Las Sumber Jaya, baik itu lulusan SMP atau SMA semua bakal
diterima jadi karyawan asal memiliki semangat dan motivasi untuk

bekerja dengan baik di Bengkel Las Sumber Jaya.

* Sodikin, Karyawan, Wawancara, Randegansari, 14 januari 2016.
> Suwanto, Pemilik/Pimpinan, Wawancara, Randegansari, 11 januari 2016.
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6. Upah dan Fasilitas yang diperoleh Karyawan
Berikut ini adalah upah yang diterima karyawan Bengkel Las
Sumber Jaya:

Tabel 3.5 upah yang diterima karyawan®

Jabatan Upah yang diterima (per minggu)
Tukang Rp. 450.000,-
Kuli Rp. 300.000,-

Sedangkan fasilitas yang diperoleh bagi karyawan Bengkel Las

Sumber jaya, antara lain:

a. Makan satu kali,
b. Tempat untuk menginap,
c. Tempat untuk keperluan mandi,

d. Dan sebagainya.

Disediakannya tempat untuk menginap ini khusus bagi karyawan
yang berasal dari luar kota. Apabila Jika ada jam lembur maka dapat
gratis makan dua kali.

Adapun tunjangan yang diperoleh karyawan Bengkel Las Sumber
Jaya adalah berupa uang jamu sebesar Rp. 50.000,- per bulan. Kalau

tunjangan lain adalah pada saat hari raya Idul Fitri.

6 Suwari, karyawan, Wawancara, Randegansari, 13 januari 2016.
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7. Mesin dan Peralatan
Adapun mesin dan peralatan yang digunakan para karyawan
Bengkel Las Sumber Jaya untuk memproduksi barang pemesanan dari
pembeli, antara lain:

Tabel 3.6 Mesin dan Peralatan yang digunakan’

No. | Mesin & Peralatan | Jumlah Fungsi

1. | Trafo Las 2 unit Untuk mengelas

2. | Gerinda 6 unit Untuk memotong

3. | Bor 4 unit Untuk melubangi

4. | Poles 3 unit Untuk memoles

5. | Kawat las 4 unit Untuk mengelas

6. | Bias (Penjepit) 1 unit Untuk membengkokkan

7. | Martil 2 unit Untuk melepaskan terak las

8. | Sikat las 2 unit Untuk membersihkan logam
yang akan di las

8. Sistem dan Kesepakatan Kerjasama Terhadap Mitra Kerja
Sistem kerjasama Bengkel Las Sumber Jaya dengan mitra
kerjanya yaitu PT. Graha Famili dengan mengirimkan tenaga kerja atau
karyawan untuk memasang barang pesanan sesuai dengan lokasi yang
diinginkan pihak PT. Graha Famili. Kesepakatan kerja yang terjalin
antara Bengkel Las Sumber Jaya dengan PT. Graha Famili adalah jangka
waktu yang tidak ditentukan, dengan kata lain kerjasama ini ketika suatu

saat PT. Graha Famili membutuhkan, sehingga berakhirnya kesepakatan

7 Andika, karyawan, Wawancara, Randegansari, 12 januari 2016.



52

kerja adalah ketika obyek pesanan barangnya sudah dapat diselesaikan
oleh Bengkel Las Sumber Jaya.®
B. Mekanisme Pembayaran Upah
1. Sistem Penagihan Terhadap Mitra Kerja

Pembiayaan dalam suatu usaha merupakan satu hal yang sangat
penting karena dari pembiayaanlah perusahaan baik skala kecil,
menengah, dan besar dapat menjalankan fungsi kerjanya secara maksimal
dan yang paling penting dapat memenuhi kebutuhan dan hak para
karyawan dalam hal pemberian upah atau gaji. Begitupun juga yang
dilakukan oleh Bengkel Las Sumber Jaya kepada PT. Graha Famili
Surabaya yang telah diberikan bantuan jasa dalam menyelesaikan segala
tugas-tugasnya yang dalam hal ini mengerjakan dan sekaligus memasang
barang yang disepakati kedua belah pihak.

Pengajuan penagihan Bengkel Las Sumber Jaya kepada PT. Graha
Famili Surabaya itu dilakukan apabila pekerjaan selesai 100% yang
sebelumnya telah diadakan pengecekan bersama oleh kedua belah pihak.
Pihak Bengkel Las Sumber Jaya harus membuat berita acara serah terima
pekerjaan sebagai salah satu syarat penagihan yang dilampirkan dengan
kwitansi dan faktur pajak yang dibuat dan dilaporkan oleh Direktorat
Jedral Pajak setempat. Setelah itu, pihak Bengkel Las Sumber Jaya
menyerahkan berkas tersebut kepada PT. Graha Famili Surabaya. Berikut

ini adalah lampiran yang terdiri atas kwitansi, berita serah terima

8 Suwanto, Pemilik/Pimpinan, Wawancara, Randegansari, 11 januari 2016.
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pekerjaan, dan faktur pajak dari pihak Bengkel Las Sumber Jaya untuk

diserahkan kepada pihak PT. Graha Famili Surabaya.’

Gambar 3.7 Kwitansi Penagihan

Gambar 3.8 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

? Suwanto, Pemilik/Pimpinan, Wawancara, Randegansari, 17 januari 2016.
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Gambar 3.9 Faktur Pajak

Setelah pihak PT. Graha Famili Surabaya menerima beberapa
lampiran yang terdiri dari kwitansi, berita acara serah terima pekerjaan,
dan faktur pajak dari pihak Bengkel Las Sumber jaya, maka PT. Graha
Famili Surabaya akan menerbitkan bilyet giro untuk mencairkan uang

yang ditagih pihak Bengkel Las Sumber Jaya. Waktunya itu kurang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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sekitar 2 bulan lamanya sejak dari penerimaan persyaratan tagihan sampai
bisa menerbitkan bilyet giro.
Sistem Pembayaran Upah Karyawan

Sistem pembayaran upah karyawan adalah cara pengusaha
memberikan imbalan atas jasa dan tenaga yang diberikan oleh pekerja
untuk keberlangsungan suatu usahanya. Dalam teori sistem pembayaran
upah ini banyak sekali macamnya namun pada Bengkel Las Sumber Jaya
ini menggunakan sistem pemberian jangka waktu, dimana pembayaran
upahnya dilakukan setiap satu minggu sekali dan sudah disepakati oleh
kedua belah pihak yaitu antara para karyawan dan pemilik Bengkel Las
Sumber Jaya. Adapun penerapan pembayaran upah karyawan Bengkel Las
Sumber Jaya ini dilakukan setelah mendapatkan pencairan dalam hal
pembiayaan dari mitra kerjanya yaitu PT. Graha Famili Surabaya.

Saat penulis melakukan wawancara dan penelitian kepada Pemilik
dan Karyawan Bengkel Las Sumber Jaya. Penerapan pembayaran upah
karyawan Bengkel Las Sumber Jaya itu tidak sesuai dengan kesepakatan
awal pada saat kontrak kerja. Para karyawan Bengkel Las Sumber Jaya
diberi upah setengah dari kesepakatan awal, terkadang diberi upah kurang
dari setengahnya. Tiap minggu karyawan Bengkel Las Sumber Jaya yang
menjabat sebagai kuli diberi upah sebesar Rp. 150.000,-, terkadang hanya
Rp. 100.00,-, atau bahkan pernah tidak dibayar sama sekali, sedangkan
kalau karyawan Bengkel Las Sumber Jaya yang menjabat sebagai tukang

diberi upah Rp. 400.000,-, terkadang juga hanya mendapat upah Rp.
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200.00,-." Suatu ketika pernah terjadi dalam satu minggu karyawan
Bengkel Las Sumber Jaya tidak mendapatkan haknya untuk menerima
upah atau gaji, ini biasanya yang sering terjadi pada karyawan Bengkel
Las Sumber Jaya yang menjabat sebagai kuli.

Semua hal ini terjadi dikarenakan terhambatnya dalam proses
penagihan kepada mitra kerja PT. Graha Famili Surabaya. Padahal upaya
dari pemilik Bengkel Las Sumber Jaya untuk memenuhi hak para
karyawannya sangatlah baik dikarenakan Bapak Suwanto selaku pemilik
Bengkel Las Sumber Jaya selalu berupaya mencari pinjaman uang kesana
kemari baik itu ke BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) atupun ke seseorang
hanya untuk membayar upah karyawannya. Meskipun upah karyawannya
hanya dibayar setengah atau bahkan tidak dibayar sama sekali, Bapak
suwanto selaku pemilik Bengkel Las Sumber Jaya tetap mencatat semua
hak atau upah yang belum terlunasi dan ini menjadi tanggung jawab
penuh beliau sampai terpenuhi semuanya apabila penagihan dari PT.
Graha Famili Surabaya telah cair."'

Sebenarnya Bapak Suwanto selaku pemilik dan pimpinan Bengkel
Las Sumber Jaya juga tidak menginginkan kejadian terlambatnya proses
pencairan PT. Graha Famili Surabaya yang berdampak terhadap proses
mekanisme pembayaran upah atau gaji karyawan serta pemenuhan

perlengkapan kebutuhan kerja, karena itu merupakan sebuah kewajiban

yang harus segera ditunaikan oleh seorang majikan kepada karyawan

1% Alif, karyawan, Wawancara, Randegansari, 12 januari 2016.
" Suwanto, Pemilik/Pimpinan, Wawancara, Randegansari, 17 januari 2016.
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sebagai upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya dengan baik, akan

tetapi semuanya itu juga bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN TERHADAP MEKANISME PEMBAYARAN UPAH
KARYAWAN MINGGUAN DI BENGKEL LAS SUMBER JAYA DESA
RANDEGANSARI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Mingguan di Bengkel Las
Sumber Jaya

Telah menjadi sesuatu hal yang wajar apabila seseorang yang bekerja
mengharapkan upah atau gaji dari hasil kerjanya segera dibayarkan penuh dan
tidak dicicil atau dibayar setengah serta tepat pada waktunya sesuai dengan
kesepakatan di awal antara pemilik dan karyawan. Karena upah atau gaji
adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atau karyawan atas
bantuan tenaga dan jasanya. Akan tetapi, kadangkala upah yang ditunggu-
tunggu tersebut tidak dapat dibayarkan atau hanya bisa dibayarkan setengah
dari upah sepenuhnya oleh pemilik sesuai dengan waktu yang telah disepakati
bersama. Hal semacam ini dapat saja dialami oleh pekerja atau karyawan
dimana saja. Dan satu hal yang pasti yang menjadi penyebab adalah pemilik
atau majiakan tidak dapat atau hanya bisa membayar setengah dari upah yang
seharusnya diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan yang dilaksanakan
di Bengkel Las Sumber Jaya tidak diklasifikasikan berdasarkan ijazah
melainkan hanya berdasarkan kemampuan produksi. produksi barang-barang

itu terdiri dari logam, yaitu kemampuan mengelas, kemampuan memoles,
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kemampuan mengebor, sehat jasmani rohani serta bertanggung jawab dan
mempunyai semangat yang tinggi dalam bekerja.

Bengkel Las Sumber Jaya dalam memberikan upah kepada para
karyawannya sudah disesuaikan atau mengacu dengan besarnya upah
dipasaran. Artinya sesuai dengan upah yang diberikan Bengkel Las yang
sejenis di Desa Randegansari. Dengan demikian maka upah yang diterima
oleh para karyawan pada Bengkel Las Sumber Jaya adalah upah yang umum
sesuai dengan yang diterima karyawan Bengkel Las yang lain.

Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disesuaikan dengan
kesepakatan antara karyawan dengan pemilik Bengkel Las Sumber Jaya.
Mengenai waktu pelaksanaan pembayaran upah karyawan yang dilakukan
tiap satu minggu sekali atau tengah bulan sekali. Apabila minggu yang lalu
tidak dibayarkan upahnya ini tidak bertentangan dengan pasal 17 PP RI No. 8
tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi : “Jangka waktu
pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau
selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu
kurang dari seminggu”.

Pembayaran upah karyawan mingguan Bengkel Las Sumber Jaya yang
hanya dibayar setengah atau terkadang tidak dibayar sama sekali disebabkan
karena:

1. Terhambatnya pada proses penagihan dalam hal pembiayaan Bengkel Las
Sumber Jaya kepada PT. Graha Famili Surabaya yang telah menggunakan

jasa karyawan untuk mengerjakan dan sekaligus memasang barang
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pesanan yang telah disepakati bersama. keterlambatan proses pencairan
uang yang diterbitkan melalui bilyet giro itu membutuhkan waktu kurang
lebih sampai dua bulan lamanya. Pada dasarnya yang menjadi penyebab
utamanya adalah penurunan penjualan properti yang dialami oleh PT.
Graha Famili Surabaya pada periode tahun 2015 atau pada saat
pemerintahan Presiden baru ini. Hal ini mengakibatkan semua proses
menjadi lambat. Belum lagi adanya peraturan pajak baru yang diterbitkan
oleh pemerintah. Sedikit jauh berbeda ketika pada masa pemerintahan
Presiden sebelumnya yang mengalami pertumbuhan ekonomi lumayan
baik, dimana PT. Graha Famili Surabaya selaku mitra kerja Bengkel Las
Sumber Jaya yang hanya memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk bias
menerbitkan bilyet giro agar dapat mencairkan uang yang ditagih oleh
pihak Bengkel Las Sumber Jaya. Jadi, kendala itulah yang sering kali
menjadi hambatan bagi Bengkel Las Sumber Jaya untuk memberikan gaji
karyawan pada akhir setiap minggu yang telah ditetapkan.

. Pemenuhan pembiayaan dalam hal perlengkapan kerja guna
berlangsungnya proses produksi dalam Bengkel Las Sumber Jaya seperti
halnya: pelaratan kerja, kulakan barang, tunjangan, dan yang lainnya.
Karena tanpa adanya perlengkapan kerja maka dapat dipastikan Bengkel
Las Sumber Jaya akan mengalami kesulitan untuk memproduksi barang

yang dipesan.
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3. Tidak memperoleh pinjaman dari BPR (Bank Pengkreditan Rakyat)
atupun ke seseorang untuk membayar upah karyawan dan memenuhi
perlengkapan kerja Bengkel Las Sumber Jaya.

Meskipun pemilik Bengkel Las Sumber Jaya sedikit mengalami
kesulitan dalam hal keuangan yang disebabkan beberapa masalah diatas,
namun pemilik Bengkel Las Sumber Jaya tetap berusaha semaksimal
mungkin untuk memenuhi kewajibannya kepada para karyawan sebagai
tangguang jawabnya. Akan tetapi semuanya ini tidak akan bisa terpenuhi
karena masih banyak keperluan yang dibutuhkan untuk pemenuhan
kebutuhan operasional Bengkel Las Sumber Jaya.

Sebenarnya pemilik Bengkel Las Sumber Jaya juga tidak
menginginkan kejadian terlambatnya proses penagihan dari PT. Graha Famili
Surabaya yang berdampak terhadap proses mekanisme pembayaran upah atau
gaji karyawan. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban yang harus
ditunaikan kepada karyawan sebagai upah atas pekerjaan yang telah
diselesaikannya, akan tetapi semuanya itu juga bergantung pada situasi dan
kondisi yang sebenarnya terjadi.

Dari beberapa masalah dan kesulitan yang dialami oleh Bengkel Las
Sumber Jaya tersebut maka sebagai akibatnya adalah terjadi pembayaran
upah yang tiap minggu hanya dibayar setengah atau bahkan tidak dibayar

sama sekali pada karyawan Bengkel Las Sumber Jaya.
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan
Bengkel Las Sumber Jaya

Dalam Islam masalah upah dan perburuhan disebut 7jarah atau bisa
juga disebut dengan sewa-menyewa. ljarah berasal dari kata ajru yang berarti
al-iwadhu (ganti) atau ats-tsawab (pahala).! Oleh karena itu, Jjarah
mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu
benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu
aktifitas.” Menurut pengertian syara’ jjarah adalah urusan sewa menyewa
yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserah terimakan, boleh dengan
ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).’

Afzalur Rahman juga menyebutkan bahwa upah adalah harga yang
dibayarkan kepada pekerja atas bantuan jasa dan tenaganya dalam produksi
kekayaan, seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan
berupah upah atau gaji. Dengan kata lain upah adalah harga diri yang dibayar
atas jasanya dalam produksi kekayaan.*

Hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan
dengan wujrah atau upah sebagaimana berikut ini:

1. Upah harus berupa mal mutagawwim dan upah berdasarkan sabda
Rasulullah SAW yang artinya “Barang siapa memperkerjakan buruh

hendaklah menjelaskan upahnya”. Memperkerjakan orang dengan upah

' Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 13, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 7.

* Helmi Karim, Figh Muamalah, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

* Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib, (Surabaya: CM Grafika, 2010), 209.

* Afzalur Rahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi,
1997), 295.
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makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung
unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian.
2. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya.’

Jika jjarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya
pada waktu berakhirnya pekerjaan karena upah merupakan hak seorang
pekerja apabila dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
Sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upahnya atas hasil kerja
karyawanya. Agama Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar
sangat diperhatikan. Pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan
dan bahkan keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan
dhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya
termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari
kiamat. Karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga
seorang pekerja atau karyawan.

Dalil-dalil yang telah ditulis dalam bab II menunjukkan kepada kita
bahwa sebagai orang Islam agar secepatnya bergegas atau menyegerakan
dalam memberikan upah setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dengan
baik. Jangan sampai membayar hanya setengahnya dari perjanjian di awal dan
apalagi menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh atau karyawan.

Oleh karena itu, dalam hukum Islam telah ditentukan beberapa rukun
dan syarat upah (ujrah) yang harus dipenuhi ketika melakukan akad upah

(yjrah) antara pengusaha dengan pekerja atau karyawan. Pada bab-bab

® Ghufron A. Masadi, Figih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

181
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sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa rukun dan syarat upah menurut

hukum Islam, antara lain: Orang yang berakad yakni mu’jir dan musta jir,

Sighat (ijab dan gabul), Upah (Ujrah), Manfaat

Adapun dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang

berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

1.

Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka,
sehingga dapat terwujud dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa
kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap
kepentingan umum.

Upah harus berupa mal mutagawwim dan upah tersebut harus dinyatakan
secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.

Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan
dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi
persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat
mengantarkan pada praktek riba.

Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis
sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang
dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena
persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban
mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga

seseorang tersebut.

. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
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Syarat-syarat pokok dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah mengenai
hal pengupahan adalah para musta’jir harus memberi upah kepada mu’jir
sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu’jir harus melakukan
pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat
ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta’jir maupun
mu jirdan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Pemberian upah atau gaji sebagai imbalan yang telah dilaksanakan
sering menjadi persoalan yang masih perlu untuk dikaji dan dicari solusinya.
Hal ini disebabkan, karena adanya tuntutan masing-masing pihak yang
berbenturan. Oleh karena itu, dalam upah atau gaji harus memenuhi tiga
prinsip sebagaimana yang dijelaskan dalam hokum muamalat, yaitu:

1. Muamalat harus dilaksanakan dengan dasar ridho dan suka rela, tanpa
mengandung unsur paksaan.

2. Muamalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat
dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat.

3. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan
menghindari dari unsur-unsur penganiayaan.6

Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu
pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, yaitu tidak berat sebelah dan
sepatutnya, kemudian tidak sewenang-wenang.” Jadi, dalam pola masyarakat

Islam, upah atau gaji bukan hanya sekedar suatu konsesi saja, tetapi

® Afzalur Rahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi,
1997), 10.
" Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. Ke-6, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 16.
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merupakan hak asasi bagi pekerja atau karyawan yang dalam penetapannya

harus memenuhi tiga asas, yaitu keadilan, kelayakan, dan kebajikan.®
Menurut Sayid Qutub, keadilan itu berdasarkan pada 3 asas, yaitu:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak.

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna.

3. Jaminan sosial yang kuat.’

Asas keadilan menuntut agar upah atau gaji karyawan dibayar secara
seimbang atas jasa dan tenaga yang telah diberikan. Selanjutnya ada dua

aspek keadilan dalam standarisasi penetapan upah atau gaji, yaitu:

1. Keadilan distributif, menuntut agar para pekerja atau karyawan yang
melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang
sama, memperoleh upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan
individu yang berkenaan dengan kondisi keluarganya.

2. Keadilan harga kerja, menunutut agar para pekerja atau karyawan
diberikan upah yang seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa
dipengaruhi hal apapun yang hanya menguntungkan para pemilik
pekerjaan saja.

Kalau dilihat dari besarnya upah yang diterima karyawan Bengkel Las

Sumber Jaya tiap minggu adalah Rp. 450.000,- untuk seorang tukang dan Rp.

300.000,- untuk seorang kuli, ini sudah cukup adil karena sudah memenuhi

tingkat kelayakan dan kebajikan untuk pola kehidupan masyarakat Islam

8 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, cet. Ke-4, (Bandung: Mizan, 1996),
191.
? Sayid Qutub, Keadilan Sosial Dalam Islam, cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Belajar, 1994), 43.
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sekarang. Besarnya upah yang diterima para karyawan sudah disesuaikan atau
mengacu dengan besarnya upah dipasaran. Artinya sesuai dengan upah yang
diberikan Bengkel Las yang ada di Desa Randegansari. Dengan demikian,
upah yang diterima oleh para karyawan Bengkel Las Sumber Jaya adalah
upah yang umum dan sesuai dengan yang diterima karyawan Bengkel Las
yang lain.

Para ulama berpendapat, upahnya adalah hasil kerja badannya dan
mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka
harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah
diserahkan uvang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada
pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang
harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran dan
membayar setengahnya sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat
itu.'

Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan yang terjadi pada
Bengkel Las Sumber Jaya, apabila dicermati lebih detail dari masalah atau
penyebab yang melatarbelakangi dan upaya yang telah dilakukan agar supaya
upah tidak dibayar setengahnya dan dapat dibayarkan tepat pada waktunya,
maka mekanisme pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena
kelalaian atau kesengajaan pihak Bengkel Las Sumber Jaya, akan tetapi

karena adanya keterpaksaan atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh

pihak Bengkel Las Sumber Jaya.

¥ yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, Norma dan Etika Ekomoni Islam, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1997), 232
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Maka mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan Bengkel Las
Sumber Jaya menurut hukum Islam dibolehkan. Namun demikian, pemilik
Bengkel Las Sumber Jaya harus berusaha semaksimal mungkin agar tiap satu
minggu sekali dapat membayar upah karyawan sepenuhnya tanpa harus
membayar setengahnya apalagi tidak bisa membayar sama sekali. Hal ini
dikarenakan agar para karyawan dapat dengan segera merasakan dan
menikmati hasil jerih payahnya selama bekerja di Bengkel Las Sumber Jaya.

C. Analisis UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap
Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Mingguan di Bengkel Las Sumber
Jaya

Bagaimanapun persoalan upah pekerja atau karyawan masih menjadi
topik yang penting untuk dibahas, karena upah merupakan masalah yang
sensitif bagi pekerja atau karyawan sebagai penopang kebutuhan hidup
sehari-hari bagi pekerja atau karyawan. Upah merupakan komponen yang
sangat penting antara pengusaha dan pekerja atau karyawan dalam hal
pekerjaan. Oleh karena itu, hal tersebut di atur pemerintah dalam peraturan
perundang-undangan sehingga hak para pekerja dapat terealisasi tanpa
adanya kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha. Di dalam pasal 1 ayat
nomor 3 UU. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dijelaskan
bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain."!

Pada dasarnya tidak ada upah apabila tidak ada pekerjaan. dalam

KUHPerdata hal ini di tegaskan dalam pasal 1602 b yang berbunyi: tiada

" Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(Bandung: Fokus Media, 2006), 2.
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upah yang harus dibayar untuk waktu selama si buruh tidak melakukan
pekerjaan yang dijanjikan."> Ketentuan yang demikian ini di tegaskan
kembali dalam pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan jo. Peraturan pemerintahan No.8 tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak
melakukan pekerjaan, prinsip ini dikenal dengan asas “no work no pay’ asas
ini tidak berlaku mutlak, artinya asas ini dapat dikesampingkan dalam hal-
hal tertentu atau dengan kata lain pekerja tetap mendapatkan upah meskipun
tidak dapat melakukan pekerjaan.

Dari ketentuan di atas, maka memberikan upah kepada para karyawan
merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengusaha
karena itu merupakan hak dari para karyawan setelah melaksanakan
pekerjaannya. Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha yang terlambat
membayar upah pekerja yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian
pengusaha, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah
pekerja.'?

Besarnya upah yang diterima para karyawan Bengkel Las Sumber
Jaya tiap minggu adalah Rp. 450.000,- untuk seorang tukang dan Rp.
300.000,- untuk seorang kuli, ini sudah memenuhi tingkat kesejahteraan dan

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 88 UU. Nomor

2 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-35, (Jakarta: Pradnya Paramita,
2004), 400.

" Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(Bandung: Fokus Media, 2006), 20.
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13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sudah disesuaikan atau
mengacu dengan besarnya upah dipasaran. Artinya sesuai dengan upah yang
diberikan Bengkel Las lainnya yang ada di Desa Randegansari. Dengan
demikian, upah yang diterima oleh para karyawan Bengkel Las Sumber Jaya
adalah upah yang umum dan sesuai dengan yang diterima karyawan Bengkel
Las yang lain. Meskipun jika dilihat besarnya upah yang diterima para
karyawan Bengkel Las Sumber Jaya ini sangat jauh dari UMK Kabupaten
Gresik tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur
sebesar Rp. 3.042.500,-, sedangkan upah yang diterima karyawan Bengkel
Las Sumber Jaya kalau dijumlahkan hanya sebesar Rp. 1.800.000,- per bulan.

Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan yang terjadi pada
Bengkel Las Sumber Jaya apabila dicermati lebih detail dari masalah atau
penyebab yang melatarbelakangi dan upaya yang telah dilakukan agar supaya
upah tidak dibayar setengahnya dan dapat dibayarkan tepat pada waktunya,
maka mekanisme pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena
kelalaian atau kesengajaan pihak Bengkel Las Sumber Jaya, akan tetapi
karena adanya keterpaksaan atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh
pihak Bengkel Las Sumber Jaya. Berdasarkan pasal pasal 90 ayat (2) UU.
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa bagi pengusaha yang
tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan yang
telah di atur.

Maka mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan menurut UU.

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibolehkan. Namun
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demikian, pemilik Bengkel Las Sumber Jaya harus berusaha semaksimal
mungkin agar tiap satu minggu sekali dapat membayar upah karyawan
sepenuhnya tanpa harus membayar setengahnya apalagi tidak bisa membayar
sama sekali, hal ini dikarenakan agar para karyawan dapat dengan segera
merasakan dan menikmati hasil jerih payahnya selama bekerja di Bengkel Las

Sumber Jaya.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis utarakan,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1.

Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan yang terjadi di
Bengkel Las Sumber Jaya tidak disebabkan oleh faktor kelalaian maupun
kesengajaan pemilik Bengkel, akan tetapi karena terpaksa atau kesulitan
yang tidak dapat dihindari oleh pihak Bengkel Las Sumber Jaya, antara
lain: terhambatnya proses penagihan kepada pihak PT. Graha Famili
Surabaya dan tidak memperoleh pinjaman dari Bank atau seseorang untuk
membayar upah karyawan dan memenuhi perlengkapan kerja.

Menurut hukum Islam, bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan
mingguan yang terjadi pada Bengkel Las Sumber Jaya ini tidak ada unsur
kesengajaan atau kelalaian. Oleh karena itu, pembayaran setengah atau
penundaan pembayaran upah yang terjadi di Bengkel Las Sumber Jaya ini

dibolehkan karena dlorurot.

. Menurut UU. Nomor 13 Tahun 2003, bahwa mekanisme pembayaran

upah tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan pihak
Bengkel Las Sumber Jaya, akan tetapi karena adanya keterpaksaan atau
kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh pihak Bengkel Las Sumber Jaya,

sesuai dengan bunyi pasal 90 ayat (2) UU. Nomor 13 Tahun 2003 yang
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berbunyi “Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum
dapat dilakukan penangguhan”. Oleh karena itu, pembayaran setengah
atau penundaan pembayaran upah yang terjadi di Bengkel Las Sumber
Jaya ini dibolehkan karena bergantung pada situasi dan kondisi yang
sebenarnya terjadi. Apalagi dari pihak Bengkel Las Sumber Jaya selalu
mengupayakan agar dapat membayar upah karyawannya tiap minggu

meskipun hanya setengah dari kesepakatan awal.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ke Bengkel Las Sumber Jaya, maka

saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1.

Agar pihak Bengkel Las Sumber Jaya meminta pihak pemesan
peroranganserta mitra kerja untuk memberikan uvang muka minimal 50%
terlebih dahulu dari jumlah harga pesanan untuk menghindari membayar
upah karyawan setengah dari kesepakatan awal atau bahkan terjadi
penundaan pembayaran upah karyawan yang pernah terjadi pada satu
minggu.

Agar pimpinan atau pemilik Bengkel Las Sumber Jaya mencari mitra
kerja yang lebih baik pertumbuhan dan perkembangan omset
penjualannya disaat pereokomian Indonesia sedang mengalami penurunan

agar proses penagihan pembiayaan tidak terjadi keterterlambatan.

. Agar adanya perjanjian kontrak kerja tertulis antara pimpinan dan

karyawan Bengkel Las Sumber Jaya untuk menjamin kepastian hukum

antara kedua belah pihak.
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4. Meskipun pembayaran upah karyawan hanya setengah dari kesepakatan
awal atau bahkan terjadi penundaan pembayaran dalam satu minggu.
Hendaknya hubungan dan komunikasi antar pemilik dan karyawan selalu
terjaga harmonis agar tercapainya suasana kerja yang kondusif demi

kejayaan Bengkel Las Sumber Jaya seperti dulu kala.
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